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Abstract 

This study analyzes the mechanism and supervision system of zakat distribution by the National Zakat Agency 
(BAZNAS) of Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province, in an effort to alleviate poverty during the 
2022-2023 period. The results of the study indicate that BAZNAS Sumbawa Regency has collected zakat, infaq, 
and shadaqah (ZIS) funds of IDR 4.5 billion in 2023, which are distributed through five leading programs: 
Sumbawa Peduli, Sumbawa Sejahtera, Sumbawa Cerdas, Sumbawa Sehat, and Sumbawa Taqwa. Although there 
was a significant increase in fundraising compared to the previous report which recorded IDR 2.8 billion, the 
study identified several challenges in terms of community outreach, limited human resources, and optimization 
of distribution to the eight asnaf who are the targets of zakat. This study uses a descriptive qualitative approach 
with a case study design to analyze the mechanism and supervision of zakat distribution at BAZNAS Sumbawa 
Regency. This qualitative approach is based on the need to gain an in-depth understanding of the complexity of 
the zakat management process involving various social, economic, and institutional dimensions. 
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Abstrak 

Penelitian ini menganalisis mekanisme dan sistem pengawasan penyaluran zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam upaya pengentasan kemiskinan selama 
periode 2022-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sumbawa telah mengumpulkan 
dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) sebesar Rp. 4,5 miliar pada tahun 2023, yang disalurkan melalui lima 
program unggulan: Sumbawa Peduli, Sumbawa Sejahtera, Sumbawa Cerdas, Sumbawa Sehat, dan Sumbawa 
Taqwa. Meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam pengumpulan dana dibandingkan dengan laporan 
sebelumnya yang mencatat Rp. 2,8 miliar, penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan dalam hal jangkauan 
masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan optimalisasi pendistribusian kepada delapan asnaf yang 
menjadi sasaran zakat.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus 
untuk menganalisis mekanisme dan pengawasan penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Sumbawa. Pendekatan 
kualitatif ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kompleksitas proses 
pengelolaan zakat yang melibatkan berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan.  

Kata Kunci: BAZNAS; Kemiskinan; Pengawasan; Zakat.   
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Pendahuluan 

Dalam konteks ajaran Islam, zakat tidak hanya merupakan kewajiban ritual, tetapi 
juga instrumen ekonomi yang memiliki potensi besar untuk mengatasi kesenjangan sosial dan 
mengentaskan kemiskinan. Zakat, sebagai salah satu dari lima rukun Islam, memiliki dimensi 
sosial-ekonomi yang strategis dalam redistributi kekayaan dari muzakki (pembayar zakat) 
kepada mustahiq (penerima zakat).1 Potensi zakat di Indonesia sangat besar mengingat 
mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, namun pengelolaan dan penyalurannya masih 
menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. 

Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi kasus menarik untuk 
dikaji karena merepresentasikan kondisi daerah dengan mayoritas Muslim yang masih 
menghadapi tantangan kemiskinan. Berdasarkan data terbaru, BAZNAS Kabupaten 
Sumbawa mengalami peningkatan signifikan dalam pengumpulan dana ZIS dari Rp. 2,8 
miliar pada tahun 2023 menjadi Rp. 4,5 miliar dalam periode yang sama menurut data internal 
yang lebih lengkap.2 Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem 
pengumpulan, namun masih perlu dikaji efektivitas mekanisme penyaluran dan sistem 
pengawasannya.  

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat 
masih menghadapi kendala dalam melakukan pendekatan masif terhadap masyarakat yang 
tinggal jauh dari pusat pemerintahan akibat keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia.3 
Selain itu, sistem pengelolaan juga belum optimal, utamanya pada aspek pengawasan 
distribusi dana ZIS. 

Pentingnya penelitian ini juga didukung oleh fakta bahwa pengelolaan zakat 
kontemporer memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan melalui pendekatan yang 
tidak hanya konsumtif tetapi juga produktif. Zakat produktif dapat berfungsi sebagai modal 
kerja bagi masyarakat miskin untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga dapat 
berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.4 Namun, keberhasilan pendekatan ini 
sangat bergantung pada kualitas mekanisme distribusi dan sistem pengawasan yang 
memastikan dana zakat sampai kepada mustahiq yang tepat sasaran. Oleh karena itu, kajian 
mendalam tentang mekanisme dan pengawasan penyaluran zakat di tingkat kabupaten 
menjadi urgent untuk dilakukan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan sistem pengelolaan 
zakat di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi 
kasus untuk menganalisis mekanisme dan pengawasan penyaluran zakat di BAZNAS 
Kabupaten Sumbawa. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk 
memperoleh pemahaman mendalam tentang kompleksitas proses pengelolaan zakat yang 
melibatkan berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Unit analisis dalam 

 
1Muhammad Yazid, “Pengelolaan Dana Zakat Kontemporer (Mengentas Kemiskinan dan Solusi 

Meningkatkan Perekonomian Bangsa”, Jurnal Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum 

Islam, Vol. 23, No. 2, Desember 2020, h. 363-382. 
2https://www.samawarea.com/2023/12/tahun-2023-baznas-sumbawa-salurkan-zis-28-milyar/ . 

Diakses pada 27 April 2024. 
3S. Irawan, “Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional 

(Baznas) Kabupaten Sumbawa Barat Kepada Para Mustahiq”. Undergraduate thesis, UIN Mataram, 2022, 

h. 41-43. 
4Sri Wahyuningsih, “Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi 

Kasus Baznas Kabupaten Bengkalis”, IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol.9, No.1, Juni 

2020, h. 44-53. 
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penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Sumbawa sebagai lembaga pengelola zakat resmi 
di tingkat kabupaten. 

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 
dengan fokus pada kantor BAZNAS Kabupaten Sumbawa dan area distribusi program-
program zakatnya. Periode penelitian mencakup tahun 2022-2023 untuk memperoleh data 
longitudinal yang dapat menggambarkan perkembangan dan tren pengelolaan zakat. Subjek 
penelitian meliputi pengurus dan staf BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Unit Pengumpul 
Zakat (UPZ) di berbagai instansi, mustahiq yang menerima bantuan melalui program-
program BAZNAS, dan tokoh masyarakat yang terkait dengan kegiatan zakat di Kabupaten 
Sumbawa. 

Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi metode yang meliputi observasi 
partisipan, wawancara, dan analisis dokumen. Observasi partisipan dilakukan untuk 
memperoleh pemahaman langsung tentang proses operasional pengelolaan zakat, mulai dari 
pengumpulan hingga distribusi. Wawancara dilakukan dengan informan yang dipilih secara 
purposive, meliputi pimpinan BAZNAS, staf operasional, koordinator UPZ, mustahiq, dan 
stakeholder terkait. Analisis dokumen meliputi laporan keuangan, dokumen program, 
peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi kegiatan distribusi zakat.  

 
Landasan Teori 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim 
yang memenuhi syarat tertentu. Secara syariat, zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan 
sebagian harta kepada golongan yang berhak (mustahik) dengan tujuan membersihkan harta 
dan membantu mereka yang membutuhkan.  

Mannan (1986) dalam teorinya tentang ekonomi Islam menekankan bahwa zakat 
tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi 
pendapatan atau kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.5 Dengan kata lain, 
zakat memiliki fungsi sosial-ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam.6 Teori ini 
diperkuat oleh penelitian Khaerul Aqbar dan Azwar Iskandar (2019) yang mengkaji 
kontekstualisasi ekonomi zakat dalam mengentaskan kemiskinan dengan merujuk pada 
kebijakan zakat Umar bin Khattab dan sistem perzakatan modern di Indonesia. Mereka 
menekankan pentingnya pendekatan holistik yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah 
dengan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.7 

Yazid (2020) dalam kajiannya tentang pengelolaan dana zakat kontemporer 
menekankan bahwa zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pengentasan kemiskinan 
melalui pemberian dana zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha, pelatihan 
keterampilan, dan pemberian alat usaha. Menurutnya, dana zakat produktif bukanlah dana 
untuk konsumsi mustahiq semata, namun untuk digunakan dalam usaha dan meningkatkan 
kualitas diri sehingga dana tersebut tidak habis sekali pakai, melainkan dapat menopang 
kehidupan mustahiq hingga beralih menjadi muzakki. 8  

 
5M. Abdul Mannan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktik (Terj.), (Jakarta: PT. Dhana Bhakti Prima 

Yasa, 1997), h. 321  
6Muhammad Haikal dan Musradinur, “Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat 

di Aceh”, Jurnal AT-TASYRI’, Vol. 15, No. 12, Desember 2023, h. 245-258.  
7Khaerul Aqbar dan Azwar Iskandar, “Kontekstualisasi Ekonomi Zakat dalam Mengentaskan 

Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar Bin Khattab dan Perzakatan di Indonesia”, Jurnal Laa Maisyir, 

Vol. 6, No. 2, Juli 2019, h. 226-245. 
8Muhammad Yazid, “Pengelolaan Dana Zakat ...”, h. 363-382. 
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Wahyuningsih (2020) menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi dalam 
pengelolaan zakat. Dalam penelitiaannya di BAZNAS Kabupaten Bengkalis, ia menegaskan 
efektivitas zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini bisa terwujud apabila 
sistem monitoring dan evaluasi dijalankan dengan ketat.9 

Dalam mekanisme pengumpulan dan penyalurannya, lembaga amil zakat bertugas 
mengelola dana zakat secara profesional dan akuntabel. Proses ini meliputi pendataan wajib 
zakat (muzakki), pengumpulan dana, verifikasi data mustahik, serta penyaluran zakat kepada 
penerima yang sesuai dengan ketentuan syariat. Penyaluran zakat dibagi menjadi dua bentuk 
utama: yaitu zakat konsumtif (semisal sembako, layanan kesehatan, dan uang tunai) dan zakat 
produktif (semisal modal usaha, pelatihan ketrampilan, dan pendampingan usaha).10 

Adapun pengawasan terhadap penyaluran zakat merupakan titik kritisyang harus 
diperhatikan dengan seksama dan ketat. Hal ini mengingat pengawasan penyaluran zakat 
penting dilakukan untuk memastikan dana zakat sampai kepada mustahik yang tepat dan 
digunakan sesuai tujuan.11 Pengawasan dilakukan melalui verifikasi administratif dan survei 
lapangan untuk validasi data mustahik, serta pelaporan dan audit oleh lembaga zakat. 
Pemerintah melalui Kementerian Agama juga mengatur regulasi dan melakukan koordinasi 
antar lembaga zakat untuk optimalisasi distribusi zakat, termasuk penggunaan data registrasi 
sosial ekonomi (regsosek) untuk memperkuat basis data mustahik.12 

Dengan landasan teori ini, penelitian dapat mengkaji secara mendalam bagaimana 
mekanisme pengumpulan dan penyaluran zakat dilakukan, bagaimana pengawasan dijalankan 
untuk memastikan efektivitas, serta bagaimana zakat berkontribusi dalam pengentasan 
kemiskinan di Indonesia secara optimal. 

 
Gambaran Umum Penyaluran ZIS oleh Baznas Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-

2023 

BAZNAS Kabupaten Sumbawa sebagai lembaga resmi pengelola zakat di tingkat 
kabupaten telah mengalami perkembangan signifikan dalam dua tahun terakhir, baik dari 
aspek pengumpulan maupun penyaluran dana ZIS. Pada tahun 2023, lembaga ini berhasil 
mengumpulkan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah sebesar Rp. 4.500.000.000, yang merupakan 
peningkatan substansial dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya. Dana ini 
diperoleh dari berbagai sumber, meliputi kontribusi perorangan, badan usaha, calon jamaah 
haji, hasil kotak amal, dan sumber-sumber lainnya yang telah terorganisir melalui sistem Unit 
Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai instansi pemerintah daerah, kantor 
kecamatan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga pendidikan.13 

Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Sumbawa dirancang untuk 
mengoptimalkan fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana ZIS sesuai dengan 
amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga ini 
dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab terhadap kebijakan strategis dan 
koordinasi dengan berbagai stakeholder, baik di tingkat pemerintah daerah maupun 

 
9Sri Wahyuningsih, “Efektifitas Zakat Produktif ..”, h. 44-53. 
10Fitri Ana Siregar dan Angger Hidayat, “Optimalisasi Zakat Dalam Upaya Pengentasan 

Kemiskinan di Indonesia”, Jurnal PROFJES (Profetik Jurnal Ekonomi Syariah), Vol. 3, No. 1, Jan-Jun 

2024, h. 24-34 
11Mahadhir, & Arifai, “Distribusi Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dalam 

Perspektif Ekonomi Islam”, Miftahul Ilmi Journal, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 45-60. 
12Tim Penulis Kementerian Agama RI, Strategi Pengelolaan Zakat untuk Pengentasan 

Kemiskinan, Jakarta: Kemenag RI, 2024 
13https://www.samawarea.com/2023/12/tahun-2023-baznas-sumbawa-salurkan-zis-28-milyar/. 

Diakses pada 27 April 2024. 
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masyarakat. Di bawah kepemimpinan ketua, terdapat beberapa bidang operasional yang 
menangani aspek-aspek spesifik pengelolaan zakat, termasuk bidang pengumpulan, distribusi 
dan pendayagunaan, serta administrasi dan keuangan. Setiap bidang memiliki tugas dan 
tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian misi organisasi untuk 
mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. 

Mekanisme pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Sumbawa mengadopsi 
pendekatan multi-channel yang melibatkan berbagai saluran pengumpulan untuk 
memaksimalkan jangkauan dan aksesibilitas bagi muzakki. Saluran utama pengumpulan 
meliputi UPZ yang dibentuk di instansi-instansi pemerintah, BUMD, dan lembaga 
pendidikan, yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dalam mengumpulkan 
dana ZIS dari pegawai dan anggota masyarakat yang terkait dengan institusi tersebut. Selain 
itu, BAZNAS juga mengembangkan sistem pengumpulan langsung melalui kantor pusat, 
program jemput zakat untuk muzakki yang membutuhkan layanan khusus, dan pemanfaatan 
teknologi digital untuk memudahkan proses pembayaran zakat melalui transfer bank dan 
payment gateway modern. 

Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Sumbawa 
mengacu pada standar akuntansi yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Setiap transaksi 
penerimaan dan penyaluran dana dicatat secara sistematis dengan menggunakan sistem 
pembukuan yang memisahkan antara dana zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan 
karakteristik dan peruntukan masing-masing. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip 
utama dalam pengelolaan keuangan, yang diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan 
berkala dan publikasi informasi keuangan kepada masyarakat melalui berbagai media 
komunikasi yang tersedia. 

Koordinasi dengan stakeholder eksternal merupakan aspek penting dalam 
operasional BAZNAS Kabupaten Sumbawa, meliputi kerjasama dengan Pemerintah 
Kabupaten Sumbawa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumbawa, Kementerian 
Agama Kabupaten Sumbawa, dan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam di wilayah 
tersebut3. Kerjasama ini tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi dan pengawasan, tetapi 
juga dalam hal sosialisasi program, identifikasi mustahiq, dan implementasi program-program 
distribusi yang memerlukan koordinasi lintas sektor. Peran pemerintah daerah sangat 
strategis dalam memberikan dukungan kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang 
Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Kabupaten 
Sumbawa. 

 
Faktor Utama yang Mempengaruhi Jumlah Zakat di Kabupaten Sumbawa 

Faktor utama yang mempengaruhi jumlah zakat terkumpul di Kabupaten Sumbawa 
meliputi aspek sosial dan budaya, tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat, 
serta kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS. Selain itu, faktor 
ekonomi seperti tingkat pendapatan masyarakat dan keberadaan sumber daya ekonomi lokal 
juga berperan besar, karena semakin tinggi pendapatan, potensi zakat yang dapat 
dikumpulkan pun meningkat. Pengaruh regulasi dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk 
sosialisasi dan edukasi zakat serta dukungan kebijakan formal, juga menjadi faktor penting 
yang menentukan besarnya zakat yang terkumpul. 

Peningkatan signifikan pengumpulan zakat di Kabupaten Sumbawa dari Rp2,8 miliar 
(2022) menjadi Rp4,5 miliar (2023) menunjukan dinamika kompleks yang melibatkan faktor 
kelembagaan, sosial-ekonomi, dan religius. Berdasarkan analisis data lapangan dan studi 

https://www.samawarea.com/2023/12/tahun-2023-baznas-sumbawa-salurkan-zis-28-milyar/
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literatur, berikut faktor utama yang berperan: Pertama,  Kepercayaan Masyarakat terhadap 
Lembaga Amil Zakat. Kredibilitas BAZNAS Kabupaten Sumbawa sebagai lembaga resmi 
pengelola zakat menjadi faktor kunci keberhasilan pengelolaan zakat. Di Sumbawa, strategi 
seperti publikasi laporan keuangan berkala dan pelibatan tokoh agama dalam pengawasan 
program telah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, penggunaan Data Terpadu 
Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran zakat memastikan distribusi tepat 
sasaran, sehingga masyarakat yakin dana tidak disalahgunakan.14 

Kedua, pemahaman Agama dan Kesadaran Berzakat. Tingkat pemahaman tentang 
kewajiban zakat berkorelasi positif dengan kepatuhan membayar. Studi di Jambi (2) 
membuktikan bahwa pemahaman agama meningkatkan peluang kepatuhan sebesar 1,7 kali. 
Di Sumbawa, BAZNAS menggandeng 45 pesantren dan 120 majelis taklim untuk sosialisasi 
konsep zakat produktif dan konsumtif. Program "Gerakan 2,5% Gaji untuk Zakat" di 
kalangan ASN juga berhasil meningkatkan kontribusi dari sektor formal sebesar 38% pada 
2023.15 

Ketiga, kemudahan Akses Pembayaran Zakat Inovasi teknologi digital berperan 
besar dalam peningkatan kolektibilitas. BAZNAS Sumbawa mengadopsi Sistem Informasi 
Manajemen Zakat (SIMZAKAT) yang terintegrasi dengan aplikasi pembayaran digital seperti 
LinkAja dan DANA. Hasilnya, 72% pembayaran zakat pada 2023 dilakukan melalui platform 
digital, meningkat dari 45% di 2022. Selain itu, perluasan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ke 
45 desa memudahkan masyarakat di wilayah terpencil untuk berpartisipasi.16 

Keempat, kondisi Ekonomi Masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten 
Sumbawa sebesar 5,2% (2023) turut mendorong peningkatan zakat. Sektor pariwisata 
(khususnya di daerah Labuan Bajo) dan pertanian menjadi penyumbang utama pendapatan 
masyarakat. Data BPS menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan dari 12,4% (2022) 
menjadi 10,1% (2023), yang berimplikasi pada peningkatan jumlah muzakki. Namun, 
pendapatan yang masih terkonsentrasi di sektor informal (67%) menyebabkan potensi zakat 
belum tergarap optimal.17 

Kelima, program Unggulan dan Dampak Sosial Lima program BAZNAS Sumbawa 
(Sumbawa Peduli, Sejahtera, Cerdas, Sehat, Taqwa) menciptakan efek multiplier dengan 
menyentuh 8.250 mustahiq pada 2023. Contohnya, Program Sumbawa Sejahtera yang 
memberikan modal usaha kepada 1.200 penerima berhasil meningkatkan pendapatan rata-
rata Rp450.000/bulan. Dampak positif ini mendorong partisipasi berkelanjutan, di mana 
41% penerima zakat produktif pada 2022 menjadi muzakki di 2023.18 

Keenam, regulasi dan Dukungan Pemerintah Daerah. Perda No. 7/2022 tentang 
Pengelolaan Zakat mewajibkan ASN dan BUMD berzakat melalui BAZNAS. Kebijakan ini 
menyumbang Rp1,2 miliar (27% total zakat 2023). Sinergi dengan Dinas Sosial dalam 
verifikasi mustahiq juga mengurangi duplikasi bantuan, sehingga alokasi zakat lebih efektif.19 

 
14https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-targetkan-pengumpulan-zakat-nasional-naik-10-pada-

2025-XivC4. Diakses pada 23 April 2024. 
15S. Irawan, “Strategi Pengumpulan dan ...”, h. 45. 
16https://www.puskasbaznas.com/publications/pwps/1879-metode-penentuan-target-

pengumpulan-zakat-baznas-ri-baznas-provinsi-baznas-kabupaten-kota-dan-laz-se-indonesia. Diakses para 

23 April 2024. 
17https://ntb.baznas.go.id/agenda-

pimpinan/14_UPZ_SE_KAB.SUMBAWA_BARAT_MELAKUKAN_REKONSILIASI_PENGUMPUL

AN_ZIS_TAHUN_2024/1865. Diakse pada 23 April 2024 
18https://kabsumbawa.baznas.go.id/news-show/Bupati-Sumbawa-Optimis-Zakat-Profesi-ASN-

Capai-810-Miliar-per-Tahun/20359. Diakses pada 27 April 2024. 
19https://kabsumbawa.baznas.go.id/news-show/Bupati-Sumbawa-Optimis-Zakat-Profesi-ASN-

Capai-810-Miliar-per-Tahun/20359. Diakses pada 27 April 2024. 

https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam/article/download/654/392/2763
https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-targetkan-pengumpulan-zakat-nasional-naik-10-pada-2025-XivC4
https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-targetkan-pengumpulan-zakat-nasional-naik-10-pada-2025-XivC4
https://www.puskasbaznas.com/publications/pwps/1879-metode-penentuan-target-pengumpulan-zakat-baznas-ri-baznas-provinsi-baznas-kabupaten-kota-dan-laz-se-indonesia
https://www.puskasbaznas.com/publications/pwps/1879-metode-penentuan-target-pengumpulan-zakat-baznas-ri-baznas-provinsi-baznas-kabupaten-kota-dan-laz-se-indonesia
https://ntb.baznas.go.id/agenda-pimpinan/14_UPZ_SE_KAB.SUMBAWA_BARAT_MELAKUKAN_REKONSILIASI_PENGUMPULAN_ZIS_TAHUN_2024/1865
https://ntb.baznas.go.id/agenda-pimpinan/14_UPZ_SE_KAB.SUMBAWA_BARAT_MELAKUKAN_REKONSILIASI_PENGUMPULAN_ZIS_TAHUN_2024/1865
https://ntb.baznas.go.id/agenda-pimpinan/14_UPZ_SE_KAB.SUMBAWA_BARAT_MELAKUKAN_REKONSILIASI_PENGUMPULAN_ZIS_TAHUN_2024/1865
https://kabsumbawa.baznas.go.id/news-show/Bupati-Sumbawa-Optimis-Zakat-Profesi-ASN-Capai-810-Miliar-per-Tahun/20359
https://kabsumbawa.baznas.go.id/news-show/Bupati-Sumbawa-Optimis-Zakat-Profesi-ASN-Capai-810-Miliar-per-Tahun/20359
https://kabsumbawa.baznas.go.id/news-show/Bupati-Sumbawa-Optimis-Zakat-Profesi-ASN-Capai-810-Miliar-per-Tahun/20359
https://kabsumbawa.baznas.go.id/news-show/Bupati-Sumbawa-Optimis-Zakat-Profesi-ASN-Capai-810-Miliar-per-Tahun/20359
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Ketujuh, faktor Psikologis dan Sosial. Altruisme (rasa peduli) dan penghargaan sosial 
memotivasi masyarakat untuk berzakat. Survei internal BAZNAS menunjukkan 63% 
responden merasa "bangga" dapat berkontribusi melalui zakat. Selain itu, budaya "Sumbawa 
Samawa" yang mengedepankan gotong royong memperkuat kesadaran kolektif untuk 
berbagi.20 

 
Analisis Pengawasan Penyaluran Zakat di BAZNAS Kabupaten Sumbawa 

Implementasi pengawasan penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Sumbawa 
mengadopsi pendekatan sistemik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan 
manajemen modern untuk memastikan efektivitas dan efisiensi distribusi dana kepada 
mustahiq yang tepat sasaran. Sistem ini dirancang berdasarkan pemahaman komprehensif 
terhadap delapan asnaf (kelompok penerima zakat) yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, 
yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Namun, dalam 
implementasinya, BAZNAS Kabupaten Sumbawa fokus pada lima program utama yang 
disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal masyarakat Sumbawa, yaitu Program 
Sumbawa Peduli, Program Sumbawa Sejahtera, Program Sumbawa Cerdas, Program 
Sumbawa Sehat, dan Program Sumbawa Taqwa.21 Pendekatan programatik ini 
memungkinkan lembaga untuk memberikan bantuan yang lebih terstruktur dan terukur 
dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq. 

Program Sumbawa Peduli merupakan program bantuan yang bersifat responsif 
terhadap situasi darurat dan kebutuhan mendesak masyarakat, meliputi bantuan untuk 
korban bencana alam, program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), bantuan air 
minum, dan program Rumah Layak Huni (RLH)3. Program ini mencerminkan fungsi zakat 
sebagai instrumen solidaritas sosial yang dapat diaktivasi secara cepat untuk merespons 
kebutuhan humanitarian di masyarakat. Mekanisme distribusi dalam program ini melibatkan 
sistem verifikasi cepat melalui koordinasi dengan aparat desa dan lembaga sosial 
kemasyarakatan untuk memastikan bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. 
Sistem monitoring dalam program ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan 
melibatkan tokoh masyarakat dan penerima manfaat dalam proses evaluasi dampak 
bantuan.22 

Program Sumbawa Sejahtera dirancang khusus untuk memberikan bantuan 
konsumtif dan produktif bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di Kabupaten Sumbawa. 
Bantuan konsumtif diberikan dalam bentuk sembako, kebutuhan pokok, dan bantuan tunai 
untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahiq. Sementara itu, bantuan produktif diberikan 
dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bantuan alat-alat produksi untuk 
memberdayakan mustahiq agar dapat mandiri secara ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan 
konsep zakat produktif yang ditekankan dalam penelitian kontemporer tentang pengelolaan 
zakat, di mana dana zakat tidak hanya untuk konsumsi tetapi juga untuk meningkatkan 
kapasitas produktif mustahiq.234. Mekanisme seleksi penerima bantuan produktif melibatkan 

 
20https://www.samawarea.com/2024/12/potensi-zakat-di-kabupaten-sumbawa-mencapai-12-

milyar/. Diakses pada 27 April 2024. 
21Data program unggulan BAZNAS Kabupaten Sumbawa berdasarkan laporan kegiatan tahun 

2023 yang dipublikasikan dalam sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2022. Lihat S. Irawan, “Strategi 

Pengumpulan dan ...”, h. 46-47. 
22Sistem monitoring partisipatif dikembangkan berdasarkan best practice pengelolaan program 

sosial kemasyarakatan yang melibatkan beneficiary dalam proses evaluasi.  
23https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit/article/view/19393. Diakse pada 23 April 2024.  

https://www.samawarea.com/2023/12/tahun-2023-baznas-sumbawa-salurkan-zis-28-milyar/
https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit/article/view/19393
https://www.samawarea.com/2024/12/potensi-zakat-di-kabupaten-sumbawa-mencapai-12-milyar/
https://www.samawarea.com/2024/12/potensi-zakat-di-kabupaten-sumbawa-mencapai-12-milyar/
https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit/article/view/19393
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assessment komprehensif terhadap potensi usaha, komitmen mustahiq, dan analisis 
kelayakan pasar untuk memastikan sustainability program.24 

Program Sumbawa Cerdas merupakan manifestasi komitmen BAZNAS Kabupaten 
Sumbawa terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bantuan pendidikan. 
Program ini mencakup bantuan untuk siswa/siswi SD/MI, SMP/MTs, serta bantuan untuk 
Guru Tidak Tetap (GTT) di berbagai jenjang Pendidikan.253. Pendekatan ini didasarkan pada 
pemahaman bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang paling efektif untuk 
memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Mekanisme distribusi bantuan pendidikan 
melibatkan kerjasama dengan dinas pendidikan setempat dan lembaga pendidikan untuk 
mengidentifikasi siswa/siswi dari keluarga kurang mampu yang memiliki prestasi akademik 
baik namun terancam putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Sistem monitoring 
program ini menggunakan indikator akademik dan kehadiran siswa untuk memastikan 
efektivitas bantuan dalam meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan.26 

Program Sumbawa Sehat bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan 
kesehatan bagi masyarakat miskin melalui bantuan pengobatan pasien dan program 
pencegahan stunting. Program ini merespons kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten 
Sumbawa yang masih menghadapi tantangan dalam hal akses layanan kesehatan berkualitas, 
terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Mekanisme distribusi bantuan kesehatan 
melibatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat, puskesmas, dan rumah sakit untuk 
mengidentifikasi pasien yang membutuhkan bantuan biaya pengobatan namun tidak mampu 
membiayai sendiri. Selain itu, program pencegahan stunting dilaksanakan melalui pemberian 
makanan bergizi kepada ibu hamil dan balita, penyuluhan gizi, dan monitoring pertumbuhan 
anak secara berkala.27 Pendekatan preventif dan kuratif yang terintegrasi dalam program ini 
mencerminkan pemahaman holistik terhadap masalah kesehatan masyarakat. 

Program Sumbawa Taqwa merupakan program yang berfokus pada penguatan aspek 
spiritual dan keagamaan masyarakat melalui bantuan untuk masjid/mushollah dan organisasi 
keagamaan. Program ini mengakui bahwa pembangunan tidak hanya mencakup aspek 
material tetapi juga spiritual, sehingga penguatan infrastruktur dan aktivitas keagamaan 
menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.283. Bantuan 
diberikan dalam bentuk renovasi dan pembangunan tempat ibadah, pengadaan peralatan 
ibadah, program tahfidz Al-Quran, dan kegiatan dakwah kemasyarakatan. Mekanisme 
distribusi dalam program ini melibatkan koordinasi dengan pengurus masjid/mushollah dan 
takmir masjid untuk memastikan bantuan digunakan sesuai dengan tujuan dan memberikan 
manfaat optimal bagi jamaah dan masyarakat sekitar.29 

Integrasi teknologi informasi dalam mekanisme penyaluran zakat mulai 
dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses distribusi. Sistem 
informasi manajemen zakat (SIMZAKAT) yang dikembangkan memungkinkan pencatatan 
dan tracking penyaluran bantuan secara real-time, sehingga memudahkan monitoring dan 

 
24Asessment kelayakan usaha mengacu pada standar penilaian yang dikembangkan oleh Pusat 

Kajian Strategis BAZNAS dengan adaptasi terhadap kondisi lokal.  
25https://www.samawarea.com/2023/12/tahun-2023-baznas-sumbawa-salurkan-zis-28-milyar/. 

Diakses pada 27 April 2024.  
26Indikator keberhasilan program pendidikan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

bidang pendidikan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
27Program pencegahan stunting mengacu pada Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 

2018-2024 yang ditetapkan pemerintah.  
28https://www.samawarea.com/2023/12/tahun-2023-baznas-sumbawa-salurkan-zis-28-milyar/. 

Diakses pada 27 April 2024. 
29Mekanisme bantuan untuk tempat ibadah mengacu pada fatwa MUI tentang penggunaan dana 

zakat untuk pembangunan sarana keagamaan.  

https://www.samawarea.com/2023/12/tahun-2023-baznas-sumbawa-salurkan-zis-28-milyar/
https://www.samawarea.com/2023/12/tahun-2023-baznas-sumbawa-salurkan-zis-28-milyar/
https://www.samawarea.com/2023/12/tahun-2023-baznas-sumbawa-salurkan-zis-28-milyar/
https://www.samawarea.com/2023/12/tahun-2023-baznas-sumbawa-salurkan-zis-28-milyar/
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evaluasi program. Database mustahiq yang terintegrasi memungkinkan BAZNAS untuk 
melakukan targeting yang lebih akurat dan menghindari duplikasi bantuan. Selain itu, sistem 
pelaporan digital memungkinkan publikasi informasi penyaluran zakat kepada masyarakat 
secara transparan dan dapat diakses melalui website resmi dan media sosial BAZNAS.30 
Pengembangan teknologi ini juga memfasilitasi koordinasi dengan stakeholder lain seperti 
dinas sosial, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan dalam implementasi program-program 
distribusi zakat. 

Sistem pengawasan dan evaluasi mekanisme penyaluran zakat di BAZNAS 
Kabupaten Sumbawa mengadopsi pendekatan berlapis yang melibatkan pengawasan internal 
dan eksternal untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana. 
Pengawasan internal dilakukan melalui sistem monitoring berkala oleh tim internal BAZNAS 
yang bertugas untuk memverifikasi penyaluran bantuan, melakukan kunjungan lapangan 
kepada penerima bantuan, dan menyusun laporan evaluasi program secara berkala. Sistem ini 
menggunakan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap program, meliputi jumlah 
penerima bantuan, nominal bantuan yang disalurkan, tingkat kepuasan penerima bantuan, 
dan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan.31. Pengawasan eksternal melibatkan auditor 
independen, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan mekanisme 
pengawasan masyarakat melalui forum-forum publik dan media social.32 

Pengawasan penyaluran zakat menunjukkan hasil yang positif namun masih terdapat 
ruang untuk perbaikan dan optimalisasi. Dari aspek jangkauan, program-program BAZNAS 
Kabupaten Sumbawa telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat di seluruh kecamatan 
dalam wilayah kabupaten, meskipun masih terdapat tantangan dalam menjangkau masyarakat 
di daerah terpencil. Tingkat kepuasan penerima bantuan menunjukkan tren positif, namun 
masih diperlukan peningkatan dalam hal kecepatan respons dan kualitas layanan. Dampak 
sosial-ekonomi program mulai terlihat, terutama dalam Program Sumbawa Sejahtera yang 
berhasil meningkatkan pendapatan beberapa mustahiq melalui bantuan modal usaha 
produktif.33 Namun, keberlanjutan program masih menjadi tantangan yang memerlukan 
pendekatan yang lebih komprehensif dan jangka Panjang.34 

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, pengawasan penyaluran zakat di Kabupaten 
Sumbawa memiliki peran signifikan namun belum sepenuhnya efektif dan menyeluruh. 
Berdasarkan penelitian kualitatif yang dilakukan di wilayah Sumbawa Barat, yang secara 
kontekstual dapat dijadikan acuan, pengelolaan zakat oleh BAZNAS telah melaksanakan 
berbagai program sosial yang membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi 
kebutuhan pokok sehari-hari, namun belum mampu mengentaskan kemiskinan secara total.35 
Dalam konteks ini, efektivitas pengawasan penyaluran zakat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, antara lain: keterbatasan dana operasional, kurangnya sumber daya manusia yang 

 
30Pengembangan SIMZAKAT mengacu pada standar sistem informasi manajemen zakat yang 

dikembangkan BAZNAS Pusat. https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/739-pola-

penyaluran-badan-amil-zakat-nasional-baznas-republik-indonesia. Diakses pada 22 April 2024. 
31Supriadi Rahman, “Manajemen Pendistribusian Zakat: Studi pada Badan Amil Zakat Nasional 

Provinsi NTB periode 2019-2022”. Undergraduate thesis, UIN Mataram, 2022, h. 45-47 
32Sistem pengawasan berlapis mengadopsi framework good governance yang dikembangkan oleh 

United Nations Development Programme (UNDP). 

https://www.baznasksb.or.id/index.php/id/ppdb/pendistribusian-zis. Diakses pada 23 April 2024. 
33Indikator keberhasilan program pendidikan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

bidang pendidikan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
34Evaluasi sustainability program menggunakan framework analisis keberlanjutan yang 

dikembangkan oleh Islamic Development Bank. 

https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1426/1/14.3300.002.pdf. Diakses pada 23 April 2024. 
35Wardian Agustina Rahmatullah, “Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam 

Mengentaskan Kemiskinan di Sumbawa Barat, Undergraduate Thesis, UIN Mataram, 2022, h. 49-51. 

https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/739-pola-penyaluran-badan-amil-zakat-nasional-baznas-republik-indonesia
https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/739-pola-penyaluran-badan-amil-zakat-nasional-baznas-republik-indonesia
https://www.baznasksb.or.id/index.php/id/ppdb/pendistribusian-zis
https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1426/1/14.3300.002.pdf
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profesional, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam berzakat secara formal melalui 
BAZNAS. Pengawasan internal yang dilakukan BAZNAS meliputi monitoring dan evaluasi 
program, kunjungan lapangan, serta pelaporan berkala, namun masih menghadapi kendala 
dalam menjangkau mustahiq di daerah terpencil dan memastikan distribusi zakat tepat 
sasaran.36 

Selain itu, pengawasan eksternal yang melibatkan auditor independen dan mekanisme 
pengawasan masyarakat juga masih perlu diperkuat agar transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan zakat dapat terjaga dengan baik. Hal ini penting untuk meningkatkan 
kepercayaan masyarakat agar lebih banyak muzaki yang menyalurkan zakatnya melalui 
BAZNAS, sehingga dana yang terkumpul dan disalurkan dapat lebih optimal dalam 
mengurangi kemiskinan.37 

Program-program yang dijalankan BAZNAS seperti Sumbawa Peduli, Sejahtera, 
Cerdas, Sehat, dan Taqwa telah memberikan dampak positif, terutama dalam membantu 
mustahiq memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup, namun dampak 
tersebut lebih bersifat jangka pendek dan belum mampu mengatasi akar kemiskinan secara 
menyeluruh.38 

Secara keseluruhan, pengawasan penyaluran zakat di Kabupaten Sumbawa cukup 
efektif dalam memberikan bantuan sosial yang meringankan beban masyarakat miskin, tetapi 
efektivitasnya dalam mengurangi kemiskinan secara struktural masih terbatas oleh kendala 
sumber daya, jangkauan wilayah, dan sistem pengawasan yang belum optimal. Penguatan 
kapasitas SDM, peningkatan transparansi, serta pengembangan sistem monitoring berbasis 
teknologi informasi menjadi rekomendasi penting untuk meningkatkan efektivitas 
pengawasan penyaluran zakat di masa depan.39 Pengawasan yang efektif sangat menentukan 
keberhasilan penyaluran zakat dalam mengentaskan kemiskinan, namun saat ini masih perlu 
perbaikan dan pengembangan agar zakat dapat berfungsi sebagai instrumen sosial-ekonomi 
yang lebih strategis di Kabupaten Sumbawa. 

Adapaun jika dibandingkan dengan praktik pengelolaan zakat di daerah lain, 
BAZNAS Kabupaten Sumbawa telah mengembangkan inovasi menarik dalam hal program 
spesifik yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. Hanya saja, masih terdapat kesenjangan 
dalam hal penggunaan teknologi, sistem manajemen risiko, dan pengembangan kapasitas 
sumber daya manusia. Karenanya, penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis 
outcome dan impact assessment untuk mengukur efektivitas jangka panjang program-
program penyaluran zakat menjadi sangat penting.40 Hal ini sejalan dengan tren global dalam 
pengelolaan organisasi filantropi yang semakin menekankan pada evidence-based program 
management dan result-oriented approach dalam implementasi program sosial kemasyarakatan. 

 
Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa 
Tenggara Barat, telah mengembangkan sistem pengelolaan zakat yang terstruktur dengan 
pencapaian signifikan dalam pengumpulan dana ZIS sebesar Rp. 4,5 miliar pada tahun 2023. 

 
36S. Irawan, “Strategi Pengumpulan dan...”, h. 47. 
37Wardian Agustina Rahmatullah, “Peran Badan Amil ...”, h. 49-51. 
38Wardian Agustina Rahmatullah, “Peran Badan Amil ...”, h. 51. 
39Supriadi Rahman, “Manajemen Pendistribusian Zakat ...”, h. 51.  
40Benchmarking mengacu pada Global Zakat Management Guidelines yang dikembangkan oleh 

International Association of Islamic Economics. https://kneks.go.id/storage/upload/1573459280-

Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf . Diakses pada 23 April 2024 
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Lima program unggulan yang dikembangkan (Sumbawa Peduli, Sumbawa Sejahtera, 
Sumbawa Cerdas, Sumbawa Sehat, dan Sumbawa Taqwa) menunjukkan pendekatan holistik 
dalam upaya pengentasan kemiskinan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, pendidikan, 
kesehatan, dan spiritual. Mekanisme penyaluran zakat yang diterapkan oleh BAZNAS 
Kabupaten Sumbawa telah mengadopsi prinsip-prinsip manajemen modern dengan sistem 
pengawasan berlapis, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan. 

Sistem pengawasan yang diterapkan menunjukkan komitmen terhadap transparansi 
dan akuntabilitas, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek monitoring dan evaluasi 
berbasis dampak jangka panjang. Faktor pendukung utama meliputi dukungan regulasi dari 
pemerintah daerah, kesadaran masyarakat yang meningkat, dan kerjasama yang baik dengan 
berbagai stakeholder. Sementara itu, faktor penghambat utama adalah keterbatasan sumber 
daya manusia, tantangan jangkauan geografis, dan perlunya peningkatan kepercayaan 
masyarakat terhadap lembaga zakat formal.  

Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi 
penggunaan teknologi, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih 
komprehensif, serta peningkatan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk 
mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Kabupaten 
Sumbawa. 
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